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INTISARI 

Nama     : Muhammad Yasser Umam 

NPM     : 22071010105 

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 November 2004 

Program Studi   : Strata 1 (S1) Hukum 

URGENSI PENGATURAN NORMA PARTISIPASI BERMAKNA 

(MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PROSEDUR PENGUSULAN 

CALON HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

(STUDI KASUS PENGUSULAN INOSENTIUS SAMSUL) 

ABSTRAK : Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan partisipasi bermakna 

dalam prosedur pengusulan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta 

penempatan hierarki pengaturannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya mekanisme partisipatif yang jelas 

sehingga membuka ruang kewenangan yang luas dan berpotensi melahirkan proses 

seleksi yang kurang transparan dan akuntabel. Penelitian bertujuan menganalisis 

kelemahan normatif pengaturan yang berlaku serta merumuskan konstruksi 

pengaturan ideal berdasarkan prinsip partisipasi bermakna. Metode yang digunakan 

adalah penelitian hukum yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan 

partisipasi publik masih bersifat umum dan belum menjamin keterlibatan 

masyarakat secara bermakna. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih 

komprehensif pada tingkat undang-undang guna mewujudkan proses pengusulan 

hakim konstitusi yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan independensi 

peradilan.  

Kata Kunci: hakim konstitusi, independensi peradilan, partisipasi bermakna, 

pengusulan hakim konstitusi, negara hukum.  
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ABSTRACT 

This study examines the urgency of regulating meaningful participation in the 

procedure for nominating constitutional judges by the House of Representative and 

the appropriate placement of such regulation within the hierarchy of laws and 

regulations. The study is motivated by the absence of a clear participatory 

mechanism, which grants broad discretion to the nominating institution and may 

result in a selection process that is less transparent and accountable. It aims to 

analyze the normative weaknesses of the current framework and to formulate an 

ideal regulatory construction based on the principle of meaningful participation. 

This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. 

The findings show that the existing regulation remains general and declarative, 

without procedure guarantees for meaningful public involvement. Therefore, a 

more comprehensive statutory regulation is needed to ensure a transparent, 

accountable nomination process consistent with judicial independence.  

Keywords: constitutional judges, judicial independence, judicial nomination, 

legal hierarchy, meaningful participation.  
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